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PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa wakaf dan
cara penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Surakarta. Metode
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data
yakni wawancara kepada Panitera. Teknik analisis data yaitu data deskriptif dengan
metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap
sengketa tanah wakaf yang dilakukan oleh nazir, dengan bukti-bukti tertulis dan
para saksi dalam persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf, ternyata terdapat ahli waris lainnya yang sedang sakit gangguan jiwa.
Hal ini menunjukkan persyaratan wakaf batal. Tetapi dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat
dibatalkan dan tidak bertentangan dengan syariah. Maka status obyek wakaf tetap
menjadi milik Masjid Assegaf Surakarta.

Kata kunci: Faktor penyebab sengketa, pertimbangan hakim, status obyek
wakaf

ABSTRACT

This research aims to find out the cause of the dispute which in waqf and means of
dispute resolution in wagf land in Surakarta Religious Court. The research method
uses qualitative descriptive and the data gathering method uses interview to Panitera.
The analysis data technique is descriptive data and inductive method. The results
shows that the consideration of the judges of the waqgf land dispute conducted by
naz ir, with written evidence and witnesses in the trial. Based the Law Number 41 in
2004 on wagqf turns out there are other heirs who are sick with mental disorders. This
shows that the requirements of waqf are cancelled. But in article 3 of Law Number 41
in 2004, it is mentioned that the wagf wich has been declared cannot be cancelled and
IS not against sharia. Then the object status of wagf will remain belonging to the
Assegaf Mosque Surakarta.

Keywords: The factors of cause disputes, consideration of the judge, the waqgf of
object status



1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang ibadah secara khusus
tetapi juga ibadah secara umum Islam mewarnai perilaku manusia dalam berfikir,
bertindak dengan batas-batas yang telah ditetapkan tidak lain untuk mencari ridla
Allah SWT. Pada hakekatnya amanah manusia dimuka bumi ini untuk mengabdi
atau beribadah kepada Allah SWT.

Di Indonesia Islam merupakan agama yang banyak penganutnya. Islam
mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial. Di dalam Islam wakaf termasuk ke dalam kategori
ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, wakaf ibadah yang mulia karena
amalan ini tidak putus pahalanya dan tetap diterima oleh wagqif walaupun ia telah
meninggal dunia.

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah perbuatan yang dijanjikan
mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan salah satu institusi atau
pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi.' Lembaga perwakafan
adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip
kepemilikan harta dalam ajaran Islam adalah bahwa harta tidak dibenarkan hanya
dikuasai oleh sekelompok orang atau dimiliki sendiri, tetapi harus dinikmati
bersama. Ini mengingatkan pada umat manusia bahwa Islam mengajarkan harta ada
fungsi sosial.

Mengenai fungsi sosial tersebut, telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan
melakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan. Upaya tersebut terus dilakukan
untuk memperbaiki segmen-segmen masyarakat yang lemah, agar tercapai keadilan
di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi diwujudkan zakat bagi yang
kaya, dianjurkan s addaga dan wakaf bagi yang mempunyai kelebihan harta benda,
melarang riba dan sebagai gantinya dianjurkan penanaman modal yang bertujuan

meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

! Juhaya S Praya., Perwakafan di Indonesia. (Bandung:. Yayasan Putra, 1977), him. 1.



Sejarah menunjukkan adanya perwakafan termasuk perwakafan tanah sejalan
dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan
sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti kepentingan ibadah
yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Islam dengan dua sumbernya yang pokok yaitu Al-Qur’an dan Hadis adalah
agama yang lengkap, sempurna, dan berlaku untuk segala zaman dan tempat.
Sebagai ajaran dipandang sakral atau suci oleh pemeluknya.

Pada kenyataannya adakalanya perwakafan mempunyai banyak pemasalahan.
Salah satunya perwakafan dalam bentuk tanah wakaf. Karena tidak tercatat secara
administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi
sengketa. Hal-hal yang belum diatur secara mendalam pada Peraturan Pemerintah
No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
mendapatkan perhatian khusus seperti halnya naz ir dan saksi pada lkrar Wakaf.
Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak
disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan
dan pemeliharaan tanah wakaf diserahkan ke naz ir oleh karena tidak terdata secara
administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan
sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di
pengadilan.

Tanah milik yang dijadikan tanah wakaf memang sangat rawan terhadap adanya
persengketaan, persengketaan dipicu antara lain pada waktu waqif (pemilik atau yang
mewakafkan tanah) mengikrarkan untuk mewakafkan tanah tidak disaksikan secara
langsung oleh ahli waris. Dan setelah waqif mensertifikatkan tanah yang diwakafkan
tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain.

Penyelesaian yang menyangkut persengketaan tanah wakaf memang harus
dilakukan, agar tujuan dari perwakafan benar-benar tercapai. Dan supaya pengelola
dan pengguna wakaf dapat mengambil manfaat tersebut sesuai dengan ketentuan
yang telah di atur dalam undang-undang yang berlaku sehingga terhindar dari

kesalahan.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis untuk mengadakan
penelitian mengenai “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama

Surakarta”.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang bersumber berdasarkan pengambilan keputusan dari
data-data yang telah di dapat dan diteliti dari obyek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang
menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat
baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati.

Dalam kaitan dengan penelitian penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut
hukum Islam di Pengadilan Agama Surakarta, maka penulis terjun langsung guna
mendapatkan data-data baik berupa tulisan, dokumen ataupun data yang berupa lisan
hasil wawancara penulis dengan pihak yang bersangkutan, dengan cara merinci
kalimat-kalimat yang diperoleh dari para responden.

2.2. Tempat dan Subjek Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Surakarta dengan subjek analisis

putusan hakim pada perkara Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska.
2.3. Metode Pengumpulan Data
Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah penulis membuat
daftar pertanyaan. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses
tanya jawab lisan, untuk memperoleh keterangan dengan narasumber guna menggali

informasi yang dibutuhkan.?

2 Cholid Nurboko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), him. 186.



Penelitian melakukan wawancara secara langsung kepada Panitera Pengadilan
Agama dengan putusan perkara No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Pengurus Masjid
Assegaf dengan kegiatan tanya jawab tentang penyebab terjadinya pembatalan wakaf
dan penyelesaian perkara tersebut.

Untuk melancarkan wawancara dibuat daftar pertanyaan, daftar pertanyaan
tersebut berkaitan dengan obyek penelitian yakni pembatalan wakaf oleh nazir
kemudian akan diajukan kepada subyek penelitian atau narasumber.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Dokumentasi di dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat data-data yang
diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa dokumen
resmi dari Pengadilan Agama Surakarta.

2.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan cara pertahapan secara berurutan
kegiatan yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pertama setelah data selesai, maka tahap
selanjutnya adalah mereduksi data yang telah diperoleh yaitu dengan
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data,
dengan demikian dapat ditarik kesimpulan. Tahap kedua, data akan disajikan dalam
bentuk narasi. Kemudian tahap ketiga akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data
yang diperoleh.’

Dalam menganalisis data tersebut digunakan data deskriptif dengan metode
induktif yaitu berfikir dari empris yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan

yang menjadi pengetahuan umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta

% Ibid., him 187.



Hakim Pengadilan Agama Surakarta dimohon Pemohon untuk memeriksa,
mengadili dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk pembatalan wakaf
Masjid Assegaf.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Nomor
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska sebelumnya Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan para Pemohon dan para Termohon akan tetapi tidak berhasil. Majelis
Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib
melakukan mediasi. Para Pemohon dan para Termohon telah melakukan mediasi
melalui mediator akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2012
tidak mencapai kesepakatan damai.

Pertimbangan Hakim berdasarkan dalam perkara Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska
pada saat persidangan mengacu bukti surat dan saksi dari dua pihak Pemohon dan
Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, permohonan Pemohon dalam sidang
hakim mengabulkan, bahwa dalam ikrar wakaf tidak mengikutsertakan anak kandung
dari Rugayah dan alm. Ali Salim Basri yaitu Sakib bin Ali Salim Basri sebagai ahli
waris yang memiliki hak terhadap harta yang telah diwakafkan, sehingga syarat-
syarat wakaf mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum
syar’i yang berlaku dalam perkara ini.

Perkara Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska mengadili bahwa:
Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Membatalkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 111/14/111/2004 yang dibuat
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Membatalkan Sertifikat Wakaf Nomor 1 Kelurahan Pasar Kliwon, yang
diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat

tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.



Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 1.411.000,00
(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatunkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal
28 Sya’ban 1433 H. Kehadiran para Pemohon dan Termohon | serta Termohon I
tanpa hadirnya Termohon I1l. Putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.*

Menurut penulis berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska tidak bisa menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu
perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum yang kurang jelas. Wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang
telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok — pokok Kekuasaan
Kehakiman. Sudah jelas terdapat undang-undang yang mengatur tentang wakaf dan
peraturan pelaksanaan yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 tentang wakaf.

4.2. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Mengenai hal pertimbangan Hakim berdasarkan perkara permohonan pembatalan
wakaf oleh Pemohon Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska yang kemudian Termohon
mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan pekara Nomor
0271/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka ada alasan bagi Pengadilan Tinggi
Agama Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta.
Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum
lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan Pekara tingkat banding Nomor 0271/Pdt.G/2012/PTA.Smg mengadili:

* Putusan Perkara Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, pada tanggal 18 Juli 2012.



Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon I/Pembanding
dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0260/Pdt.G/PA.Ska
tanggal 18 Juli 2012 Maschi bertepatan dengan 28 Sya’ban 1433 Hijriyah, dengan
mengadili sendiri:

Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

Membebankan seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon
sebesar Rp 1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Membebankan kepada para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Semarang pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal
06 Jumadil Tsani 1434 Hijriyah.

Obyek wakaf tersebut tetap menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sesuai dengan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang telah diikrarkan
tidak dapat dibatalkan.5

Penulis sudah menganalisis dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama
Semarang, bahwa tanah beserta bangunan tersebut telah diikrarkan oleh Rugayah di
hadapan PPAIW dan sudah mendapat Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf Nomor
[11/14/V111/2004 tanggal 30 Juni 2004. Jadi, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.
41 Tahun 2004, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Seharusnya pewaris dalam mewakafkan tanah tersebut memperhatikan juga hak
ahli waris yakni anak kandungnya Sakib bin Ali Salim Basri yang ada bagian dari
harta tinggalkan alm. Ali Salim Basri. Jadi harus ada kesepakatan dari alm. Sakib
gimanapun caranya dan tidak seharusnya seluruh harta diwakafkan, perlu
diperhatikan kehidupan setelah mewakafkan harta masih mampu tidak dalam

kehidupan wagif.

® Wawancara dengan Drs. Arief Rokhman Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Surakarta
pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 09.00.



4.3 Analisis Data

Dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakaf, infag, s addaga dan ekonomi syariah.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan
alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari
peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan
dasar untuk mengadili. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Agama Surakarta perkara Nomor. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dengan dibatalkan Akta
Pengganti Ikrar Wakaf No. 111/14/V111/2004 dan Sertifikat Wakaf Nomor 1 Kelurahan
Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

Pokok permasalahan adalah para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan
wakaf disebabkan karena didalam harta yang telah diwakafkan Rugayah terdapat hak
waris anak kandungnya yaitu alm. Sakib bin Ali Salim Basri dan berharap bisa
membantu hutang biaya pengobatan Sakib selama hidup.

Akad wakaf yang dilakukan Rugayah dengan naz ir, tidak ditandatangani Sakib
bin Ali Salim Basri pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf karena sedang
sakit gangguan jiwa, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas
kecermatan.

Menurut penulis secara hukum Islam tentang permohonan para Pemohon sebagai
naz r untuk mengajukan pembatalan wakaf karena di dalam harta wakaf terdapat hak
waris yakni Sakib bin Ali Salim Basri yang tidak menandatangani Surat Pernyataan
Penyerahan Tanah Wakaf dan tidak memenuhi syarat-syarat wakaf.

Dari putusan perkara tersebut, dalam Pengadilan Agama Surakarta tidak dijelaskan
secara rinci hukum positif tentang wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (Wagqif)



untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah”. Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang
telah diikarkan tidak dapat dibatalkan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dan tidak
menyetujui atas memutuskan dan mengabulkan permohonan pembatalan wakaf
tersebut karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon ternyata tidak
ada bukti yang menyatakan bahwa tanah seluas 211 m? sertifikat Nomor 902 yang
telah diwakafkan oleh Rugayah pada tanggal 30 Juni 2004 yang dapat dibatalkan
karena tidak ada persetujuan ahli waris lainnya.

Mengenai alasan para Pemohon yang kasihan kepada Rugayah karena sedang
menanggung beban hutang untuk pengobatan Sakib bin Ali Salim Basri selama
hidup. Alasan tersebut tidak relevan dengan perkara pembatalan Akta Ikrar Wakaf
harus dikesampingkan. Adanya perkara pokok yaitu tentang pembatalan wakaf ikrar
wakaf ditolak, maka tentang pembatalan sertifikat tanah wakaf tidak perlu
dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dan
akan mengadili sendiri. Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara.

Menurut penulis berdasarkan hukum positif sesuai dengan Pasal 3 Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat
dibatalkan. Dan untuk para wagif harus mengetahui hal-hal tentang perwakafan yang
sesuai dengan syariat dan undang-undang yang berlaku.

Dalam Pengadilan Tinggi Agama Semarang lebih mengedepankan dasar undang-
undang positif pemerintah Indonesia dibanding syariat Islam. Syariat Islam terkadang
menjadi nomor dua dengan peraturan dan perundang-undangan pemerintah Indonesia

dalam memutuskan perkara tingkat banding.
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4, PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim tingkah pertama dalam perkara pembatalan wakaf
yang dilakukan naz ir berdasarkan bukti dan saksi yang saling mendukung, bahwa
Rugayah memiliki seorang anak yaitu Sakib bin Ali Salim Basri yang terdapat hak
waris didalam harta yang telah diwakafkan. Dalam ikrar wakaf tidak
mengikutsertakan dan tidak minta persetujuan anak kandung dari Rugayah dan alm.
Ali Salim Basri untuk Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf karena sedang
kondisi sakit gangguan jiwa, sehingga syarat wakaf mengandung wakaf formil dan
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah khususnya asas kecermatan.
Sehingga mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk membatalkan Akta
Pengganti lkrar Wakaf Nomor 111/14/111/2004 dan Sertifikat Wakaf Nomor 1
Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara pembatalan wakaf
berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon menyatakan bahwa tanah seluas 211
m2 SHM Nomor 902 yang terletak di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar
Kliwon Kota Surakarta telah diwakafkan Rugayah pada tanggal 30 Juni 2004 dapat
dibatalkan karena tidak ada persetujuan ahli waris lainnya, ternyata Para Pemohon
tidak mampu membuktikan. Alasan Para Pemohon merasa kasihan kepada Rugayah
karena menanggung hutang, hal itu alasan yang tidak relevan harus dikesampingkan.
Sehingga membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor
0260/Pdt.G/PA.Ska.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai
berikut:

Bagi masyarakat, yang akan mewakafkan sebagian atau seluruh hartanya
hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi sebelum dan setelah mewakafkan

hartanya, memahami tentang syarat-syarat untuk mewakafkan harta.
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Bagi naz 1r, hendaknya mengikuti pelatihan khusus untuk menangani kasus wakaf
seperti ini agar memahami dengan benar mengenai perwakafan dan lebih teliti
menangani wakaf. Sehingga tidak sembarangan menerima wakaf yang belum
memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bagi Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai pejabat yang
berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf hendaknya memperhatikan syarat-syaratnya
sudah terpenuhi atau belum guna mencegah adanya permasalahan yang terjadi
diantara masyarakat tentang pencatatan harta wakaf.

Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta, hendaknya seimbang antara
hukum syariat Islam dan hukum positif untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara tingkat pertama.
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